
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
(Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme
dan penyalahgunaan wewenang, pemerintah telah mewajibkan
kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di
Lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk melaporkan
harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi, Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012
ten tang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan
Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor SE 08/01/10/2016 ten tang Petunjuk Teknis
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

b. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Palembang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Palembang.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia L
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Y\
Indonesia Nomor 4150);
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a. Walikota;
b. Wakil Walikota;
c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
e. Auditor;
f. Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah;
g. Pelaksana Kegiatan yang mengelola anggaran diatas

Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah); dan
h. Pejabat Eselon IV Di Bagian Penatausahaan Keuangan dan

Bagian Umum serta Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa.

Pejabat Wajib LHKPNdi Lingkungan Pemerintah Kota yang wajib
menyampaikan LHKPNterdiri atas:

Pasal2

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal I

PERATURAN WALlKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALIKOTAPALEMBANGNOMOR 31 TAHUN2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARADI LINGKUNGANPEMERINTAHKOTAPALEMBANG

MEMUTUSKAN:

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkingan
Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2017).
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HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTAPALEMBANGTAHUN 2018 NOMOR 2..~

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 lY.ar'(..~ 2018
SEKRETARIS DA.ERAHKOTAPALEMBANG

Pjs. WALIKOTAPALEMBANG~

Ditetapkan di Palembang
Pad a tanggal 14 M.are..~ 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II
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